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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus
mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi
sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada
masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi
organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data
melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19
yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan
keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja

online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting.

Kata kunci: resiliensi, resiliensi organisasi, kemampuan resilien, Direktorat Jenderal P2P

ORGANIZATIONAL RESELIENCE OF DIRECTORATE GENERAL OF DISEASE
PREVENTION AND CONTROL MINISTRY OF HEALTH DURING THE COVID -
19 PANDEMIC

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the
government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19
pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new
problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This
study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of
P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the
organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used
were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis
techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions.
The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic
crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some
shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several
things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture
system for the long term, especially related to multiple meetings.

Keywords: resilience, organizational resilience, resilience ability

PENDAHULUAN publik untuk mencapai tujuan dan prioritas mereka
dalam situasi yang bergejolak. Di tengah pandemi
Covid-19, pemerintah tidak punya pilihan selain

bertahan di tengah krisis. Hal ini memungkinkan

Pandemi Covid — 19 memberikan tantangan
baru bagi pemerintah dan organisasi sektor publik,

baik dalam mengelola kegiatan operasional maupun
mencapai target yang sudah ditetapkan. Krisis yang
belum pernah terjadi sebelumnya telah menantang
kemampuan pemerintah dan organisasi sektor
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pemerintah untuk fokus pada ketahanan mereka agar
dapat mendukung ketahanan yang lebih luas di
bidang kesehatan, ekonomi, atau masyarakat secara
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keseluruhan. Dalam kaitannya dengan administrasi
publik, resiliensi dapat menunjukkan bagaimana
kemampuan pemerintah atau organisasi sektor
publik dalam menghadapi guncangan yang
mempengaruhi kondisi internal mereka (Barbera et
al., 2017).

Pandemi Covid — 19 yang terjadi dalam
beberapa bulan terakhir tidak hanya menyerang
Indonesia, tetapi juga menyebar dengan cepat ke
berbagai negara dalam waktu yang relatif singkat.
Kasus Covid pertama di Indonesia terdeteksi pada 2
Maret 2020 dan terus meningkat setiap harinya.
Hingga Februari 2022, jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia mencapai 4,5 juta. Tingginya kasus
Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah terus
mengupayakan untuk menekan angka COVID - 19
dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk
menanganinya, mulai dari pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), kebijakan work from home,
protokol kesehatan, dan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat.

Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan
pemerintah untuk memutus mata rantai covid
ternyata menimbulkan masalah baru bagi sebagian
besar lingkungan internal suatu organisasi. Di sektor
publik, kebijakan pemerintah saat pandemi Covid-
19 dapat menurunkan produktivitas pegawai
(Ma’rifah, 2020), refocusing program yang sudah
dirancang (Setwapres, 2020), serta terhambatnya
pelayanan publik (Andhika, 2020). Salah satu
organisasi publik yang terdampak Covid — 19 adalah
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kementerian Kesehatan atau Ditjen P2P.
Ditjen P2P merupakan organisasi pemerintah yang
turut aktif dan berperan dalam merumuskan,
menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang
kesehatan masyarakat, juga turut melakukan
pencegahan dan pengendalian penyakit baik yang
menular langsung atau tidak langsung dan tidak
menular. Pada tahun 2020 - 2024, Ditjen P2P
menetapkan 13 (tiga belas) target indikator kinerja
program untuk mendukung tercapainya tujuan
strategis dari Kementerian Kesehatan yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi utama dari
Ditjen  P2P, namun pandemi COVID - 19
menyebabkan ancaman ketahanan kesehatan
masyarakat meningkat sebesar 70% penyakit
menular yang disebabkan oleh hewan (zoonosis)
atau virus SARS—CoV-2 (novel coronavirus)
(RAP Ditjen P2P, 2020). Begitu juga dengan target
dan capaian indikator kinerja program P2P pada
tahun 2020 hanya 3 indikator yang mencapai atau
melebihi target yang sudah ditetapkan (>100%) dan
10 indikator lainnya tidak mencapai angka 100%,
sehingga rata — rata capaian kinerja P2P tahun 2020
sebesar 72,4% dan mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2019 (Laporan Kinerjan
Ditjen P2P, 2020).
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Kondisi tidak tercapainya indikator program
dari RAP P2P Tahun 2020 menjadi salah satu fokus
dari  isu strategis Dirtjen P2P  dalam
menyelenggaraan  program  pencegahan  dan
pengendalian  penyakit pada tahun  2020.
Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen P2P (2020),
pandemi COVID - 19 menjadi hambatan dan
tantangan terbesar dalam menjalankan program P2P
karena dengan adanya pandemi COVID — 19 dan
pembatasan sosial yang mengharuskan untuk tetap
di rumah mengakibatkan sebagian besar kegiatan
dan pelayanan dan program terhambat, ketakutan
masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan
kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
meningkatnya kasus COVID-19 juga
mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran
maupun sumber daya manusia yang dikerahkan
untuk pengendalian COVID-19 sehingga program
lain tidak berjalan optimal. Selain itu, Pandemi
Covid-19 telah mengubah orientasi tempat kerja.
Jika sebelumnya pegawai harus berada di kantor Kini
pegawai dapat menjalankan tugas dinasnya di rumah
(work from home). Namun, bekerja dari rumah
mengubah jam Kerja pegawai yangmana tidak sesuai
dengan jam mulai dan berakhirnya kantor, tidak
jarang akhir pekan (weekend) juga digunakan untuk
mengikuti rapat virtual, dan koordinasi antarbagian
dalam menyampaikan informasi membutuhkan
waktu yang lebih lama dari biasanya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal P2P perlu
mengintegrasikan seluruh bagian yang ada di dalam
organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dan
merespon tantangan yang terkait dengan guncangan
dan gangguan di dalam organisasi. Ditjen P2P juga
perlu mengambil langkah yang tepat untuk dapat
melanjutkan aktivitasnya di tengah krisis pandemi
covid dan beradaptasi dengan peraturan yang selalu
berubah. Organisasi berperan penting dalam
menjaga ketahanan terhadap perubahan dan
gangguan dari lingkungan eksternal serta melakukan
penyesuaian dengan kondisi lingkungan saat ini.
Setiap organisasi membutuhkan kemampuan
resiliensi dalam menghadapi krisis. Pada dasarnya,
resiliensi organisasi adalah kemampuan untuk
bangkit kembali, merespon dan pulih dalam
menghadapi guncangan (Linnenluecke, 2017;
Pinheiro et al., 2022). Menurut Banahene et al.
(2014) menjelaskan bahwa resiliensi organisasi
adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan
diri dari gangguan, memoderasi efek risiko dan
ketidakpastian, dan memanfaatkan peluang yang
muncul. Dalam hal ini, resiliensi menempatkan
organisasi pada dua situasi simultan yaitu pemulihan
dan adaptasi. Kondisi ini di tandai dengan
kemampuan untuk mencegah sesuatu yang buruk
terjadi dan kemampuan untuk memulihkan setelah
sesuatu yang buruk terjadi.
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Kondisi lain yang menunjukkan sebuah
organisasi tangguh dalam menghadapi perubahan
dan gejolak adalah kemampuannya untuk
mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi dalam
menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat,
ancaman dan ketidakpastian (Boin & Eeten, 2013).
Hal ini semakin menjelaskan bahwa resiliensi
organisasi dapat dikenali dengan kondisi yang
memungkinkan organisasi untuk mempertahankan
kinerjanya dengan mengidentifikasi krisis dan
menyerap risiko sehingga mampu beradaptasi
dengan perubahan atau gangguan. Resiliensi
organisasi mencerminkan kemampuan organisasi
untuk melanjutkan kegiatan kinerja operasionalnya
selama  krisis dengan melakukan beberapa
perubahan dan penyesuaian seiring dengan
berlangsungnya krisis. Dengan resiliensi membantu
untuk mengetahui kemampuan yang dikerahkan
atau dibangun oleh organisasi, khususnya disini
adalah Ditjen P2P dalam menanggapi guncangan
tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, dapat
dirumuskan indikasi masalah yang berkaitan dengan
Resiliensi ~ Organisasi ~ Direktorat  Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Masa
Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID - 19 menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan program
pencegahan dan pengendalian penyakit yang
berdampak pada tidak tercapainya Kinerja
program pada sebagian besar indikator kinerja
P2P.

2. Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen P2P Tahun
2020 menyebutkan bahwa karena capaian
indikator tahun 2020 tidak berjalan sesuai
dengan yang ditargetkan maka pada tahun 2021
dan tahun berikutnya akan dilakukan akselerasi
(percepatan) pencapaian program sehingga
Rencana Aksi Program tahun 2020-2024 tetap
berjalan on track (Laporan Kinerjan Ditjen P2P,
2020).

3. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya
refocusing anggaran dan realokasi sumber daya
manusia, serta berdasarkan penjajakan awal
pelaksanaan bekerja dari jarak jauh berdampak
juga pada jam kerja karyawan yang terjadi
perubahan drastis.

Dengan melihat latar belakang penelitian dan
beberapa indikasi masalah di atas, maka penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait resiliensi
organisasi dalam penelitian yang berjudul
“Resiliensi Organisasi Pada Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Penularan Penyakit, Kementerian
Kesehatan di Masa Pandemi Covid — 19”. Diikuti
dengan  pertanyaan penelitian, “Bagaimana
resiliensi organisasi di Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen
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P2P) dalam menghadapi krisis selama pandemi
Covid-19?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode
kualitatif dan pendekatan deskriptif dipilih karena
peneliti akan menjelaskan suatu kejadian, fenomena,
dan keadaan sosial secara mendalam yang diperkuat
dengan adanya data, informasi, ataupun keterkaitan
lainnya yang berhubungan dengan resiliensi
organisasi yang dilakukan oleh Ditjen P2P. Dengan
desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus,
karena objek dan fenomena yang diteliti akan
menjelajahi serangkaian proses atau kegiatan yang
melibatkan banyak individu serta dilakukan dengan
menyeluruh dan komprehensif. Sumber
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti
adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperolen langsung dari Ditjen P2P, dan data
sekunder diperoleh dalam literatur, jurnal atau
artikel dan sumber data lain yang ditemukan melalui
search engine. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, studi
dokumentasi dan studi literatur. Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan wawancara mendala secara
terstruktur kepada pihak-pihak yang memiliki
kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab
pertanyaan peneliti terkait dengan resiliensi
organisasi di Direktorat Jenderal P2P.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini
menganalisis resiliensi organisasi yang dilakukan
oleh Ditjen P2P di masa pandemi Covid-19. Dalam
penelitian ini penulis akan memaparkan hasil
penelitian dengan menggunakan guidance theory
resiliensi yang dikemukakan oleh Hollnagel (2011).
Dalam teori resiliensi yang dikemukakan oleh
Hollnagel disebutkan bahwa untuk
mempertahankan dan mengelola sistem organisasi
dari ancaman atau gangguan meliputi 4 (empat)
aspek kemampuan, vyaitu kemampuan untuk
merespon, memantau, mengantisipasi, dan belajar.

a. Kemampuan Untuk Respon

Pada aspek kemampuan untuk merespon
menekankan kemampuan organisasi atau sistem
untuk merespon secara real time atau waktu yang
sebenarnya terhadap situasi yang mengganggu.
Kondisi untuk merespon situasi yang terjadi
termasuk mengenali terlebih dahulu dengan
mendeteksi bahwa sesuatu telah terjadi, mengetahui
apa yang harus ditanggapi, menemukan atau
memutuskan apa yang harus dilakukan, dan kapan
melakukannya. Dalam situasi bertahan, organisasi
perlu bersiap dengan respons dan sumber daya yang
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diperlukan, serta memiliki fleksibilitas yang cukup
untuk menggunakan sumber daya saat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh
informasi bahwasannya ketika pandemi belum
masuk ke Indonesia, Direktorat Jenderal P2P dan
Kementerian Kesehatan sudah memperkirakan
bahwa kasus ini akan terjadi di Indonesia juga tetapi
kapan dan berapa lama pandemi terjadi itu yang
tidak diketahui. Sehingga meskipun Ditjen P2P
sudah mengetahui bahwa pandemi akan sampai ke
Indonesia, bagaimana ekstalasi dari pandemi, dan
berdampak pada organisasi, Ditjen P2P tidak
menyusun rencana tindakan antisipasi di awal untuk
pengelolaan internal organisasi, karena P2P
merupakan bagian dari organisasi pemerintah yang
lebih besar dan semua kebijakan selama pandemi
ditindaklanjuti oleh organisasi setingkat
kementerian.  Dalam  penetapan  kebijakan
pengelolaan organisasi di masa pandemi Covid-19,
tentunya Ditjen P2P memperhatikan regulasi
lainnya yang berasal dari Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB.

Situasi ini mendorong seluruh pegawai dan
pimpinan untuk merespon dengan cepat peluang
atau risiko yang ada. Begitu juga dengan penyebaran
informasi dalam rangka perubahan peraturan dan
kebijakan terkait pandemi Covid-19, mayoritas
informan mengatakan bahwa informasi yang
diberikan oleh pimpinan sangat cepat dan pegawai
dapat langsung menerimanya melalui  Grup
Whatsapp. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah
orientasi tempat kerja yang sebelumnya terbiasa
tatap muka kemudian beralih ke penggunaan sistem
online. Dalam hal ini penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan utama
dalam pelaksanaan work from home di masa
pandemi. Untuk mendukung pelaksanaan work from
home Direktorat Jenderal P2P memperkuat sistem
online seperti absensi, pelaporan kerja pegawai,
pembuatan surat, pengajuan cuti pegawai, dan lain-
lain. Pada awal proses pelaksanaan work from home,
Ditjen P2P membuat sistem absensi sendiri melalui
aplikasi Zoho, hingga kemudian bergabung dengan
sistem yang terintegrasi ke pusat Kementerian
Kesehatan melalui aplikasi E-Office. Selain itu,
dilakukan juga pegaturan jadwal dalam bentuk shift
dan pemetaan kelompok dengan risiko tinggi,
sedang, dan rendah terinfeksi Covid-19, serta
adanya upaya penerapan protokol kesehatan di
kantor terus dilakukan.

Dalam merespon suatu peristiwa, organisasi
yang tangguh mampu mengetahui kapan dan
bagimana akan menanggapi serta memiliki sumber
daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan
respon tersebut. Situasi pandemi Covid-19
mempengaruhi pelaksanaan program P2P yang
tidak berjalan optimal karena fokus dan prioritas
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P2P saat itu mengarah pada penanganan pandemi
Covid-19. Selama pandemi juga sebagian besar
indikator dari P2P tidak tercapai, karena
keberhasilan indikator tersebut tidak hanya
ditentukan oleh pusat saja, tetapi memerlukan
keterlibatan daerah. Oleh karena itu, setiap
direktorat yang berada di lingkungan Ditjen P2P
menyusun dan mengembangkan strategi dengan
mengadaptasi penggunaan teknologi digital dalam
pelaksanaan program atau kegiatan untuk menyikapi
situasi saat ini serta menetapkan fokus dan prioritas
program untuk mengantisipasi ketidaktercapaian
target di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dan laporan
kinerja Ditjen P2P (2021) strategi yang ditetapkan
oleh masing-masing direktorat, vyaitu pertama,
Direktorat P2PTM, membuat panduan deteksi dini
di era adaptasi kebiasaan baru (new normal) dan
melakukan sosialisasi secara masif, baik offline
maupun online (webinar) dengan sasarannya adalah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas dan
masyarakat. Kedua, Direktorat P2PM,
melaksanakan secara hybrid dan melakukan
evaluasi program serta validasi-finalisasi data secara
virtual, mengkampanyekan kegiatan P2PM melalui
gerakan masyarakat dengan tujuan mengadvokasi
program P2PM, mensosialisasikan dan
mendapatkan dukungan politik dan kemitraan
daerah. Ketiga, Direktorat P2PTVZ, melanjutkan
kegiatan TVZ dengan memperhatikan dan
mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Keempat,
Direktorat P2ZMKJN, mengadakan kegiatan webinar
kesehatan jiwa di masa pandemi dan membentuk
membentuk Forum Dukungan Kesehatan Jiwa dan
Psikososial (DKJPS) di beberapa provinsi di
Indonesia sebagai wadah untuk berkoodinasi dan
pengembangan rencana kerja lintas sektor/lembaga
terkait serta organisasi profesi terkait Masalah
Kesehatan Jiwa dan NAPZA, serta pengembangan
sistem aplikasi kesehatan jiwa (InaMHISS). Kelima,
Direktorat Surkakes, berfokus pada penanganan
pandemi Covid-19, karena pada saat itu, SKK diberi
tanggung jawab sebagai lead di P2P untuk
menangani pandemi. Namun, pelaksanaan program
lainnya dari surkakes tetap dilakukan secara daring
dan hybrid. Selain itu, strategi yang dilancarkan
Surkakes untuk bertahan di masa pandemi adalah
dengan menjaga hubungan yang solid dan saling
back-up kepada sesama pegawai.

Dengan perubahan strategi yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan
percepatan pencapaian di tahun 2021 — 2024 dan
mengantisipasi dampak dari krisis pandemi yang
berkepanjangan, membuahkan hasil. Pada tahun
2021, terdapat tiga indikator yang mencapai atau
melebihi target yang sudah ditetapkan (=100%), satu
indikator mencapai target 100%, dan sembilan
indikator lainnya tidak mencapai angka 100%.
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Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
P2P, pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian  Penyakit Tahun menunjukkan
peningkatan, dimana berdasarkan Perjanjian Kinerja
yang telah ditetapkan, IKP telah tercapai dengan rata
—rata capaian kinerja sebesar 96,4%. Nilai tersebut
meningkat sebesar 39,1% jika dibandingkan dengan
tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 69,3%.
Kemudian juga terdapat beberapa peningkatan,
statis, dan penurunan di beberapa indikator.

Dalam melaksanakan perubahan strategis yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P memiliki
beberapa  keterbatasan sumber daya yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan work
from home, namun, organisasi tetap berupaya
memfasilitasi kekurangan tersebut. Berdasarkan
hasil analisis wawancara yang telah penulis lakukan,
mayoritas informan menjelaskan bahwa dari sisi
perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang
work from home, seperti laptop, tidak semua
pegawai memiliki laptop untuk mengerjakan tugas
kedinasan di rumah tetapi organisasi berusaha untuk
mengumpulkan dan meminjamkan laptop yang ada
di kantor sehingga dapat digunakan oleh pegawai
sementara waktu. Dari segi kompetensi, terdapat
perbedaan pelaksanaan kerja di kantor dan di rumah,
yang mana kemampuan utama yang diperlukan
adalah mengoperasikan teknologi dan informasi
serta aplikasi yang digunakan, hal tersebut menjadi
kendala bagi sebagian kecil pegawai yang belum
memahami teknologi dan sudah terbiasa dengan
pekerjaan konvensional. Namun, karena adanya
kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan secara
online, karyawan perlu beradaptasi dengan budaya
kerja baru, sehingga dengan melakukan secara terus-
menerus akan membuat pegawai terbiasa dan
beradaptasi. Sedangkan untuk sumber daya manusia
(SDM) organisasi, masih terdapat kekurangan
sumber daya manusia yang di miliki oleh beberapa
unit kerja karena masih ada kesenjangan antara
perhitungan beban kerja dengan kondisi eksisting di
kantor maupun di lapangan. Banyak juga pegawai
pegawai yang sudah tidak jelas dalam menjalankan
tugasnya dan tidak sesuai dengan tusi (tugas dan
fungsi) awalnya. Organisasi juga berusaha untuk
penambahan pegawai CPNS dan rotasi, namun pada
tahun 2020 tidak ada perekrutan (moratorium) untuk
PNS. Sehingga upaya penambahan pegawai pun
tidak bisa dilakukan. Selain itu, Ditjen P2P juga
memberikan  bentuk dukungan lain  untuk
mendukung dan meningkatkan daya tahan tubuh
individu selama masa pandemi Covid-19, yakni
pembagian vitamin, pemberian masker dan
handsanitizer, serta pulsa internet sebagai fasilitas
yang diberikan organisasi untuk mengikuti
pertemuan daring. Ruang kerja juga secara rutin
disemprot disinfektan agar pegawai tetap nyaman
dan meminimalisir penyebaran virus di dalam ruang
kantor.
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Menurut Hollnagel et al., (2011), penyesuaian
terhadap bagaimana sesuatu dilakukan pada
prinsipnya dibedakan menjadi 3, vaitu i)
penyesuaian yang bersifat reaktif, penyesuaian yang
dilakukan setelah sesuatu terjadi; ii) penyesuaian
yang bersamaan merupakan penysuaian yang
berlangsung saat sesuatu terjadi; dan iii)
penyesuaian bersifat proaktif menekankan pada
penyesuaian yang dilakukan sebelum sesuatu
terjadi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara
dengan Informan, dan analisis yang telah dilakukan,
kemampuan merespon yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal P2P untuk bertahan di masa
pandemi Covid — 19 adalah dengan menggunakan
penyesuaian bersamaan, yang di mana saat krisis itu
terjadi dilakukan upaya untuk menciptakan, atau
memperoleh solusi selama krisis itu berlangsung,
dan mengembangankan strategi bersamaan dengan
terjadinya krisis. Dengan menciptakan solusi dan
mengembangkan strategi, Ditjen P2P mampu
melanjutkan melanjutkan kegiatan operasionalnya
dan mempertahankan fungsi kinerjanya.

b. Kemampuan Untuk Memantau

Pada aspek kemampuan untuk memantau
menekankan bahwa organisasi harus mampu secara
fleksibel memantau kinerjanya dan perubahan
lingkungan serta mengidentifikasi potensi ancaman
yang dapat membahayakan stabilitas organisasi.
Pemantauan yang dilakukan oleh suatu organisasi
meliputi kondisi yang terjadi di dalam dan di luar
organisasi. Pemantauan membantu organisasi untuk
mengatasi kemungkinan ancaman jangka pendek
dan peluang sebelum menjadi kenyataan.

Di masa pandemi covid-19, ada perubahan
dalam proses pemantauan pegawai, terutama yang
sedang melaksanakan work from home. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Sekretariat Ditjen P2P,
pemantauan terhadap pegawai sempat melonggar,
karena kebijakan work from home tidak bisa
langsung efektif diterapkan di organisasi pada awal
pandemi. Namun untuk menjaga produktivitas
pegawai dalam menjalankan WFH, Ditjen P2P
melakukan perubahan strategi pemantauan pegawai,
yakni melalui aplikasi E-Office. Penggunaan
aplikasi E-Office saat pandemi difungsikan untuk
menggantikan absen fingerprint dengan mengisi
kehadiran online. Aplikasi ini dapat mendeteksi
lokasi pegawai saat melakukan presensi kehadiran,
sehingga memudahkan pimpinan untuk mengetahui
dan memantau pegawai benar — benar bekerja dari
rumah dan juga di lengkapi dengan fitur face
recognition untuk  mengidentifikasi atau
memverifikasi identitas individu berdasarkan wajah.
Proses monitoring pegawai melalui aplikasi E-
Office dilakukan oleh pimpinan dengan meninjau
logbook harian yang dibuat oleh masing-masing
pegawai. Pegawai dapat menggunakan logbook
harian untuk mencatat aktivitas atau tugas yang
dilakukan pada hari itu. Setiap Adum di Direktorat
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P2P, memiliki kontrol terhadap logbook harian
pegawai karena pimpinan akan memverifikasi tugas
masing-masing pegawai pada hari itu.

Dalam melakukan pemantauan terhadap krisis,
Direktorat Jenderal P2P memiliki indikator Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), merupakan
sistem untuk mendeteksi adanya ancaman KLB
yang disebabkan oleh penyakit menular/tidak
menular, yang dilaporkan secara mingguan dengan
berbasis komputer. Sistem ini dapat menampilkan
sinyal peringatan dini dari adanya peningkatan
kasus penyakit apabila telah melebihhi nilai batas
ambang suatu wilayah. Indikator SKDR didasarkan
pada model proses yang berjalan secara rutin dan
berjenjang mulai dari unit pelayanan kesehatan
paling bahwa sampai ke tingkat pusat, dan pelaporan
ini dilakukan dalam waktu periode mingguan.
Pelaksana dan penanggung jawab dari indikator
SKDR ini adalah Subdit Surveilans dan Respon
KLB.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan
untuk memantau yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal P2P untuk bertahan di masa pandemi Covid
— 19 adalah mengubah strategi untuk memantau
kinerja internalnya. Perubahan strategi dilakukan
agar pimpinan dapat memastikan bahwa pegawai
tetap mengerjakan tugasnya meskipun bekerja dari
jarak jauh (work from home). Hollnagel juga
memberikan penekanan bahwa organisasi yang
tangguh mampu mengidentifikasi tantangan dan
ancaman Yyang dapat mengganggu stabilitas
organisasi dan peluang jangka pendek. Dalam hal ini
Direktorat Jenderal P2P memiliki indikator atau
sistem yang dapat mendeteksi ancaman yang
bersumber dari penyakit, seperti pandemi Covid-19
melalui indikator SKDR. Namun yang dilakukan
oleh Ditjen P2P memiliki peranan dan batasan
sendiri yaitu memantau sinyal kewaspadaan dini,
memverifikasi dan menyampaikan informasi kepada
pengelolaan program di dinas kesehatan provinsi,
dan memberikan feedback kepada dinas kesehatan
tingkat provinsi. Jika ancaman tersebut merupakan
ancaman nasional, maka informasi yang diperoleh
dari hasil pemantauan SKDR akan dikelola di
tingkat pusat dan Ditjen P2P membantu
merumuskan kebijakan antisipasinya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 meskipun
sistem atau indikator tersebut dimiliki oleh Ditjen
P2P, tetapi Ditjen P2P hanya dapat merancang
strategi proaktif terhadap pengelolaan proses inti
organisasi P2P dan tidak dapat langsung
mengimplementasikan strategi tersebut apabila
terjadi peningkatan kasus karena pengaturan terkait
pandemi Covid-19 didasarkan pada regulasi
pemerintah dan kementerian kesehatan.Akan tetapi,
jika dalam keadaan yang stabil atau kasus Covid-19
tidak mengalami peningkatan yang signifikan,
Ditjen P2P akan merancang tindakan antisipasi dan
mengatasi kemungkinan ancaman jangka pendek
dan peluang terkait dengan pencapaian program, dan
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hal tersebut dapat dipantau juga melalui kegiatan
monitoring-evaluasi rutin - mingguan, bulanan,
triwulan semester, dan satu tahun.

c. Kemampuan Untuk Antisipasi

Pada aspek kemampuan untuk antisipasi,
menekankan bahwa organisasi yang tangguh
mampu  bertindak dengan cara yang akan
mempertahankan kontrol terlepas dari hambatan
yang sedang, dan akan di hadapi, mengantisipasi
perkembangan lebih lanjut terhadap gangguan di
masa depan dan memantau kemampuan adaptifnya,
setidaknya mengetahui bahwa kapasitas cukup
untuk memenuhi tuntutan yang akan di hadapi di
masa depan. Kemampuan antisipasi ini juga
berkaitan dengan organisasi yang mampu
mengidentifikasi peristiwa, kondisi atau perubahan
di masa depan yang dapat mempengaruhi
kemampuan sistem untuk berfungsi baik, secara
positif maupun negatif. Namun menurut Barbera et
al. (2017) kapasitas antisipatif tidak hanya terbatas
tentang menerapkan sistem untuk merencanakan,
mengendalikan, dan mengelola risiko, tetapi juga
tentang kesadaran dan pemahaman situasi. Dalam
keadaan ini, organisasi mengenali kejutan,
menerimanya, dan melanjutkan aktivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara Adum Direktorat
Pengelolaan Imunisasi dan Surkakes, diperoleh
informasi bahwa risiko dan akibat dari suatu
pandemi memang tidak dapat dihindari, namun
kegiatan organisasi tetap dilanjutkan walaupun ada
ketakutan dalam diri dan ketidaknyamanan saat
bekerja di kantor. Kondisi ini dihasilkan dari
persepsi individu tentang kewajiban dan tanggung
jawab individu terhadap intansi. Perubahan cara
kerja secara online pun dilakukan oleh organisasi
agar dapat melanjutkan aktivitasnya dengan tujuan
untuk memperbaiki dan mengejar capaian serta
indikator organisasi. Hal ini dengan jelas
menunjukkan bahwa Ditjen P2P memiliki sifat
retensi terhadap risiko. Retensi sendiri masuk ke
dalam salah satu unsur penerapan manajemen risiko
di lingkungan kementerian kesehatan, sehingga hal
tersebut juga yang akan dilakukan oleh Direktorat
Jendral P2P. Penerapan manajemen risiko di
Lingkungan Kementerian Kesehatan juga sudah
diatur dalam Peraturan Kementrian Kesehatan
Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan. Jika mengacu pada
peraturan tersebut, tujuan penerapan manajemen
risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah
untuk mengantisipasi dan mengelola segala bentuk
Risiko secara efektif dan efisien, meningkatkan
kepatuhan hukum, memberikan dasar pada setiap
pengambilan keputusan dan perencanaan, serta
meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan
kinerja.

469



JANE (Jurnal Administrasi Negara), Agustus 2022

Volume 14 Number 1 Hal. 464 - 475

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Sekretaris Ditjen P2P, pengambilan keputusan
organisasi selama masa pandemi didasarkan pada
pengelolaan risiko pandemi yang dilakukan dengan
penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP)
yang didasarkan pada situasi saat ini, dan kemudian
akan dipetakan secara berkala kejadian-kejadian
yang sudah berlalu, dan terjadi, baik kekuatan atau
kerentanan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi
bagi organisasi. Organisasi juga berupaya untuk
mengelola risiko pandemi melalui monitoring —
evaluasi (monev) terhadap kondisi perkembangan
yang terjadi di organisasi, baik untuk kepegawaian,
indikator kinerja, hingga melihat peluang dan
ancaman selama satu tahun anggaran. Berdasarkan
hasil wawancra dengan Sekretaris Ditjen P2P,
proses monitoring tersebut dilakukan secara rutin
oleh pimpinan dan staf pada setiap unit kerja dengan
periode waktu per minggu, bulan, triwulan
(Triwullan I, Triwullan 1, Triwullan 111, dan
Triwullan 1V), semester, dan akhir tahun. Begitu
juga selama krisis pandemi ini terjadi, proses hasil
monev ini ditujukan untuk mengetahui apakah
pandemi ini masih berpengaruh terhadap capaian
indikator Kinerja, dilakukan evaluasi bulanan, dan
jilka ada  kemungkinan  untuk  mengejar
ketidaktercapaian tersebut, maka akan dilakukan
percepatan atau bahkan pengalihan anggaran. Dari
monev ini, organisasi dan setiap direktorat yang
berada di P2P sudah bisa membayangkan mana kira
— kira yang tidak akan tercapai dan mana yang
tercapai, mengenai program atau hal — hal yang
mungkin akan tercapai atau tidak tercapai sampai
akhir tahun, dan kemudian dilakukan rapat
koordinasi dengan bagian Program dan Informasi
untuk memaparkan hasil monev dari pencapaian
indikator per bulan.

Situasi pandemi juga berdampak pada
terhambatnya pelaksanaan program P2P sehingga
dapat mempengaruhi kinerja program yang tidak
tercapai pada sebagian besar indikator kinerja P2P.
P2P telah melakukan perubahan strategi untuk dapat
berjalan selama pandemi. Selain itu, masing-masing
direktorat telah menyusun rencana tindak lanjut
untuk mengantisipasi tidak tercapainya program di
tahun berikutnya. Saat ini, Direktorat Jenderal P2P
dan pegawainya sekarang, harus mampu
berharmonisasi dan beradaptasi dengan Covid-19,
penyakit lain, dan situasi bencana lainnya yang
dapat mengganggu pengelolaan  organisasi.
Pemberantasan COVID-19 bukan tidak mungkin,
namun sampai ini satu-satunya cara untuk
mengendalikan Covid adalah dengan menggunakan
vaksin, dan virus tersebut berpotensi besar untuk
terus bereplikasi dengan cepat (Okpeku, 2022).
Begitu juga informasi dari pimpinan mengenai
ancaman atau peluang baik dan buruknya tentang
krisis ini yang menyangkut kondisi internal atau
eksternal  organisasi, maka akan langsung
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dikomunikasikan kepada seluruh entitas di Ditjen
P2P.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Direktorat
Jenderal P2P menyadari bahwa krisis ini bukan
menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak
bekerja dan retensi adalah salah satu cara untuk
menjaga organisasi tetap berjalan dan terdapat
penerimaan risiko pandemi dari pegawai dan
pimpinan pun juga mengakui bahwa pandemi
sebenarnya telah menurunkan kinerja program. Oleh
karena itu, dengan menyadari bahwa organisasi
sedang mengalami penurunan, Ditjen P2P tidak
mengaku kalah, dan terus berupaya untuk
memperbaikinya. Artinya, upaya-upaya sedang
dilakukan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kembali kinerjanya, salah satunya
adalah mengembangkan strategi kinerja dan langkah
antisipasi untuk mencegah indikator capaian dan
target kinerja tidak tercapai.

Dalam rangka meningkatkan antisipasi untuk
mencegah perkembangan covid tidak semakin
menyebarluas di  kantor, maka dilakukan
penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP)
yang disesuaikan dengan pada situasi saat ini,
peluang akan terjadinya suatu kemungkinan, dan
kejadian sudah terjadi. Demikian pula yang
dilakukan oleh Ditjen P2P yang menyusun strategi
dengan dengan melakukan penyesuaian terhadap
krisis ini agar kegiatan organisasi dapat terus
berjalan. Dalam menjalankan kegiatan organisasi,
Ditjen P2P juga melakukan pemantauan terhadap
kemampuan adaptifnya melalui monitoring dan
evaluasi secara rutin dan berkala. Keadaan ini yang
mendorong organisasi untuk bertahan di masa
pandemi dari sisi kemampuan antisipasi.
Kemampuan antisipasi ini akan membawa
organisasi pada strategi pengendalian terhadap
meluasnya dampak yang disebabkan oleh krisis
pandemi Covid-19.

d. Kemampuan Untuk Belajar

Pada aspek kemampuan untuk belajar
organisasi yang tangguh harus dapat belajar dari
pengalaman. Dengan kata lain, penting bagi
organisasi untuk memahami apa yang telah terjadi
dan belajar dari keputusan yang dibuat — benar atau
salah. Dalam belajar membutuhkan perubahan
perilaku untuk meningkatkan kinerja di masa depan
dan adanya kesempatan belajar dalam situasi dan
kondisi yang sama atau serupa. Kemampuan ini
akan menunjukkan tindakan mengatasi secara nyata
bagi organisasi di masa depan berdasarkan
pengalaman (learn from experience) di lapangan.

Dalam memahami apa yang terjadi dimulai dari
mengetahui tingkat keparahan yang dialami oleh
organisasi. Keparahan ini dilihat dari dua sisi, yaitu
organisasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan
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hasil wawancara mayoritas informan menyebutkan
bahwa bagi organisasi, tingkat keparahanan yang
dialami selama masa pandemi terjadi pada tahun
2020, karena di tahun tersebut banyak capaian target
yang tidak tercapai yang disebabkan adanya
pembatasan sosial dan perubahan sistem kerja yang
belum direspon dengan cepat oleh pegawai (belum
terbiasa dengan perubahan yang baru). Sementara
itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
Informan menunjukkan bahwa keparahan yang
dirasakan oleh sumber daya manusia atau pegawai
Ditjen P2P yakni selama krisis ini yaitu tidak adanya
jam kerja yang jelas, di mana rapat dapat terjadi
hingga larut malam. Bahkan, tidak jarang rapat
dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga
pegawai tidak dapat berkonsentrasi  untuk
menghadiri semua rapat. Kemajuan teknologi yang
digunakan untuk mendukung kenyaman bekerja
jarak jauh, kenyataannya membuat pegawai tidak
mempunyai waktu untuk dapat berkegiatan secara
normal atau work life balance. Karena banyaknya
rapat yang harus diikuti untuk merancang dan
mendesign strategi agar program tetap berjalan di
masa pandemi dengan keterbatasan dana yang
dimiliki dan ruang gerak petugas. Namun di sisi lain,
ada juga pelajaran positif dari krisis ini, yaitu
pegawai menjadi paham penggunaan teknologi,
pekerjaan yang lebih efisien dan cepat serta
mendukung efisiensi anggaran (APBN) untuk tahun
berikutnya.

Organisasi yang tangguh mampu mengenali
perubahan yang terjadi dan mengubahnya menjadi
pengalaman belajar. Hal yang dapat dipelajari oleh
Ditjen P2P dari krisis ini adalah perubahan sistem
kerja dari offline ke online menunjukkan bahwa
tidak semua pegawai Ditjen P2P memahami
teknologi. Namun, dengan perubahan sistem kerja
dari luring ke daring dan memanfaatkan teknologi
dan informasi, pelaksanaan program dapat
menjangkau sebanyak mungkin sasaran yang dituju
(sampai tingkat puskesmas) melalui kegiatan
sosialisasi atau webinar. Dari pandemi ini juga
menunjukkan bahwa tidak semua pegawai yang
terlihat sehat belum tentu benar-benar sehat, karena
bisa jadi dia memiliki komorbid sehingga
diperlukan mitigasi awal (pemetaan sumber daya
manusia) untuk mengidentifikasi kesehatan pegawai
yang dapat diandalkan  untuk  mengejar
ketertinggalan.  Terakhir,  meskipun terjadi
perubahan sistem kerja, Ditjen P2P dapat
melanjutkan aktivitasnya dan tetap harus bersiap
dengan perkembangan nasional dan global karena
pandemi dan bencana lain dapat terjadi kapan saja.

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Sekretaris Ditjen P2P, pemahaman pembelajaran
yang berlangsung selama krisis pandemi Covid-19
diperoleh dari hasil monitoring-evaluasi untuk
program dan anggaran akan dimuat dalam laporan
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tahunan yang menginformasikan kendala dan
hambatan yang ada tanpa meninggalkan
keberhasilan yang telah dicapai, dan rencana tindak
lanjut. Sedangkan monitoring dan reviu untuk
manajemen risiko secara keseluruhan di Ditjen P2P
akan dimuat ke dalam 3 (tiga) bentuk laporan, yaitu
laporan profil risiko, laporan proses manajemen
risiko, dan laporan pemantauan dan reviu proses
manajemen risiko (PMK Nomor 25 Tahun 2019).

Dalam kaitannya dengan kemampuan untuk
belajar, organisasi yang tangguh mampu belajar
untuk memahami hal-hal baru yang mendukung
kegiatannya untuk beradaptasi dengan krisis.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan, krisis pandemi menjadikan pegawai
Ditjen P2P perlu belajar memahami bagaimana
menggunakan teknologi digital. Ditjen P2P
memberikan sosialisasi awal mengenai perubahan
sistem Kkerja dan teknis menggunakan aplikasi
seperti zoom dan E-Office, tetapi tanpa pelatihan
atau pembelajaran khusus. Meskipun pegawai tidak
menerima  pelatihan  secara  khusus tentang
perubahan yang terjadi selama pandemi dan
cenderung belajar sambil melakukannya (learning
by doing), tetapi pegawai melakukan adaptasi ini
dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah
penulis lakukan dan jelaskan sebelumnya, penulis
menganalisa bahwa dengan mempelajari apa yang
salah atau kurang, akan membawa organisasi ke
kondisi untuk menindaklanjuti suatu keputusan, dan
belajar dari apa yang benar dapat membawa
organisasi ke arah pengembangan ide atau strategi.
Adanya krisis ini merupakan cara yang bagus untuk
menunjukkan bahwa suatu organisasi sedang
mempelajari cara-cara baru untuk
mengembangkannya lebih jauh. Perubahan yang
terjadi juga akan membawa kemajuan bagi
organisasi masa depan dan membuatnya lebih
tangguh dalam menghadapi guncangan serupa atau
lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu
bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang
berdampak pada ketidakstabilan ~manajemen
organisasi, namun masih terdapat beberapa
kekurangan dan keterbatasan dalam
mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien
tersebut. Sebagaimana hasil analisis penulis dengan
menggunakan teori dari Hollanagel (2011),
mengenai ketahanan organisasi yang dianalisis
menggunakan empat  kemampuan, yaitu
kemampuan  untuk  merespon,  memantau,
mengantisipasi, dan belajar.
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Berdasarkan hasil analisis kemampuan untuk
merespon, Ditjen P2P  P2P  menggunakan
penyesuaian bersamaan. Penyesuaian bersamaan
menunjukkan bahwa Ditjen P2P menciptakan solusi
dan mengembangakan strategi organisasi bersamaan
dengan terjadinya krisis, yaitu dengan menerapkan
wfh-wfo dan protokol kesehatan di kantor dan
melakukan perubahan strategi pelaksanaan program
dengan menggabungkan kegiatan secara online dan
offline. Melalui upaya tersebut, Ditjen P2P mampu
mengelola dan meningkatkan Kkinerjanya di masa
pandemi dan capaian indikator Kinerja tahun 2021
pun mengalami peningkatan. Namun di sisi lain,
banyak juga pegawai yang akhirnya terinfeksi
Covid-19 dan pengerjaan tugas sudah tidak sesuai
dengan tusinya, karena saat itu organisasi berfokus
pada perbaikan capaian dan target indikator kinerja
akhir tahun. Selanjutnya, kemampuan untuk
pemantauan terhadap pegawai juga terjadi
perubahan  strategi  dengan  mengadaptasi
penggunaan aplikasi digital, yaitu melalui E-Office.
Di sisi lain, pemantauan lingkungan eksternal atau
krisis itu sendiri dilakukan melalui indikator SKDR.
Namun, karena ancaman yang dihadapi merupakan
ancaman tingkat nasional, maka informasi yang
diperoleh dari hasil pemantauan SKDR akan
dikelola di tingkat pusat. Oleh karena itu, meskipun
Ditjen P2P memiliki indikator tersebut, dalam
situasi Pandemi Covid-19, Ditjen P2P hanya dapat
merancang strategi proaktif terhadap pengelolaan
proses inti organisasi P2P dan tidak dapat langsung
mengimplementasikan strategi tersebut apabila
terjadi peningkatan kasus karena tidak dapat
mendahului keputusan Kementerian Kesehatan dan
regulasi lainnya setingkat kementerian yang
mengatur tentang pandemi Covid-19.

Dalam hal kemampuan antisipasi, Ditjen P2P
secara tidak langsung mengambil tindakan risiko
yang diretensi, sehingga Ditjen P2P tetap
melanjutkan aktivitas organisasinya baik secara
daring maupun luring. Dalam rangka mengantisipasi
perkembangan lebih lanjut dampak krisis terhadap
manajemen organisasi, maka dilakukan
penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP)
yang disesuaikan dengan pada situasi saat ini,
peluang akan terjadinya suatu kemungkinan, dan
kejadian sudah terjadi, serta peraturan pemerintah
yang mengatur tentang pandemi Covid-19. Dengan
demikian, kemampuan mengantisipasi ini berubah
menjadi strategi pengendalian terhadap meluasnya
dampak yang disebabkan oleh krisis pandemi
Covid-19 di Ditjen P2P. Terakhir, kemampuan
belajar, Ditjen P2P memahami tingkat keparahan
yang terjadi di awal pandemi disebabkan karena
kurangnya persiapan atau tindakan antisipasi untuk
mengatasi dampak pandemi pada manajemen
organisasi, terutama capaian indikator yang
menurun. Hal tersebut berdampak pada pegawai
yang perlu menyiapkan bekerja lebih keras untuk
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merancang strategi guna memperbaiki capaian
kinerja sehingga rapat dapat berlangsung sampai
malam dan banyak rapat dapat diadakan pada waktu
yang bersamaan (double meeting). Krisis ini telah
mengubah perilaku Ditjen P2P untuk beradaptasi
terhadap kebutuhan dan kondisi, mulai dari
pelaksanaan wfh dan strategi program secara daring,
bimbingan teknis dan monev secara online melalui
Zoom Meeting. Dengan semua ini, pegawai
menyadari kebutuhan untuk mempelajari cara-cara
baru. Sehingga dapat memberikan sesuatu
pemahaman yang realistis tentang apa yang
mungkin akan terjadi di masa depan dan cara
mengatasinya.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh,
penulis merangkum beberapa saran praktis yang
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan
atau pertimbangan bagi Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen
P2P) untuk mempertahankan  kontrol  dan
meningkatkan ketahanan organisasinya di masa
Pandemi Covid-19 maupun di masa depan, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada organisasi
yaitu menurunkan dan menunda tercapainya
tujuan dari Ditjen P2P. Sehingga tindak
pengendalian pandemi sebaiknya dimasukan ke
dalam daftar risiko pada manajemen risiko di
lingkungan Ditjen P2P. Meskipun pandemi ini
menjadi hal baru bagi organisasi. Akan tetapi,
untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa
akan datang, pandemi ini perlu dipersiapkan
rencana antisipasinya bagi  pengelolaan
organisasi Ditjen P2P. Dengan begitu, di masa
depan Kketika permasalahan serupa terjadi,
Ditjen P2P sudah tahu apa yang harus
dilakukan.

2. Meskipun Ditjen P2P berusaha memenuhi
tuntutan yang ada. Sebaiknya perlu
diperhatikan kembali jumlah sumber daya
manusia yang dimiliki, kondisi kesehatan dalam
mengejar ketertinggalan dan beban kerja
pegawai untuk mencapai keberhasilan target
dan capaian indikator dari organisasi.
Kesesuaian antara jumlah pegawai dengan
beban kerja perlu diperhitungkan kembali, agar
masing-masing unit dapat bekerja secara
optimal untuk tujuan yang akan dicapai.

3. Sebaiknya pelaksanaan kerja secara online
perlu dilakukan evaluasi, terutama untuk rapat
yang diadakan secara bersamaan (double/triple
meeting), sehingga seluruh pegawai yang
menghadiri meeting online dapat terfokus pada
satu rapat. Selanjutnya, harus dilakukan
pengaturan jadwal meeting online agar tidak
ada yang bertabrakan. Selain itu, mengingat
pandemi Covid-19 yang perlahan mereda dan
pelaksanaan kegiatan Ditjen P2P yang mulai
terstrutur, jam Kkerja pegawai juga perlu
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disesuaikan kembali seperti normal dan
intensitas rapat sampai malam dan akhir pekan
perlu dikurangi. Namun, untuk hal-hal positif
yang diperoleh dari adanya krisis pandemi bagi
organisasi dapat dipertahankan.

4. Peneliti penyadari dalam penelitian ini terdapat
keterbatasan yang penulis hadapi. Adapun saran
akademis yang dapat peneliti berikan adalah
peneliti selanjutnya dengan topik resiliensi
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